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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Program 

Bantuan Sosial Tunai (BST) dalam Upaya Penanggulangan Masalah 

Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 Di Kota Mataram dapat ditarik 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Standar dan Sasaran Kebijakan 

Standar dan Sasaran Kebijakan dalam Implementasi program BST 

di Kota Mataram bisa dibilang sudah cukup efektif. Dan dari aspek 

prosedural telah telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada, 

meskipun secara nominal dana bantuan tersebut tak sepenuhnya mampu 

membendung kebutuhan mereka dalam sebulan.  

Meski demikian, Implementasi Program BST di Kota Mataram 

telah berjalan 10 (sepuluh) kali tahap pencairan. Hal tersebut merupakan 

penilaian atas tingkat ketercapaian dari pada standar dan sasarn kebijakan, 

yang dimulai pada bulan April 2020 hingga Januari 2021.Tahap awal 

pencairannya, Program Bantuan Sosial Tunai pada 3 (tiga) bulan pertama 

yakni April, Mei dan Juni, masing-masing KK (kepala keluarga) 

mendapatkan bantuan sebesar 600.000 perkepala keluarga. Kemudian 

disusul oleh bulan-bulan berikutnya Kelurga Penerima Manfaat (KPM) 

mendapatkan dana bantuan masing-masing sebesar 300.000 per KK 

(kepala keluarga) satu kali dalam sebulan. 
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2. Dukungan Lingkungan Sosial Politik 

Dari aspek lingkungan (Ekonomi, Sosial dan Politik), 

implementasi program BSTmasih terdapat polemik terutama pada 

persoalan data KPM yang masih ditemukan data ganda. Hal menjadikan 

implementasi program BST tidak efektif dan berpotensi tidak tepat 

sasaran. Oleh sebab itu, beberapa kelompok kepentingan dan kelompok 

penekan melakukan kritik terhadap data-data KPM  yang dipake dalam 

penyaluran dana program BST tersebut. 

5.2 Saran  

1. Diharapkan kepada pihak kelurahan dan Dinas Sosial Kota Mataram 

untuk lebih dalam hal menentukan dan menetapkan data yang 

berkenaan dengan masyarakat, supaya tidak terjadi kekeliruan ketika 

penentuan calon-calon yang berhak dan layak menerima bantuan atau 

lainnya dari pemerintah sendiri. 

2. Diharapkan kedepannya, pemerintah terkait bisa membuat suatu 

standar kebijakan, sebagai penunjang dalam hal untuk mengontrol 

supaya terjadi kerancuan atau tumpang tindih baik dari dalam proses 

pendataan maupun dalam proses penyaluran bantuan tersebut. 

3. Untuk KPM dana Program BST, diharapkan dana bantuan tersebut 

bisa dimanfaatkan dan dimanajemen dengan baik, mengingat pandemi 

Covid-19 memberikan dampak yang negative terhadap aspek 

kesehatan terutama pada aspek perekonomian. 
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